WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR || TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa sehubungan dengan perkembangan wyang tidak
sesual dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan
vang menyebabkan  pergeseran antar unit organisasi,
antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan wyang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan maka perlu dilakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati 1l Way Kanan, Kabupaten
Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati I Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ientang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Decwan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) scbagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578};

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesja Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraluran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 (Berita Negara Republik Indeonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008
Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor
107 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota
Metro Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Metro Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan
WALIKOTA METRO
MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah
Rp. 779.762.360.301,- Bertambah sejumlah Rp. 26.134.884.798,- schingga menjadi Rp.
805.897.245.099,- dengan rincian sebagai berikut :



(1)

Pendapatan

728.521.297.346,-

805.897.245.099 -
(77.375.947.753,-)

82.215.947.753,-

4.840.000.000,-
77.375.947.753,-

105.835.700.554,-

501.431.027.307,-

121.254.569.485,-

a. Semula Rp. 726.252.733.214 -

b. Berkurang Ep. 2.,268.564.132,-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.

(2). DBelama

a. Semula Rp. 779.762.360.301,-

h. Bertambah Rp. 26.134 884 798 -

Jumiah Belanja setelah Perubahan Rp.

Defisit setelah Perubahan Rp.
(3 ). Pembiayaan
a. Penerimaan
a. Semula Rp. 58.349.627.087 .-
b. Bertambah Ep. 23.866.320.666,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.

b. Pengeluaran

a. Semula Rp. 4.840.000.000 -
b. Bertambah Rp. %

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp.
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.

Pasal 2
{1 ). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. DPendapatan Asli Daerah
a. Semula Rp. 96.774.394.747 .-
b. Bertambah Rp. 9.061.305.807 ,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Rp.

perubahan

b, Dana Perimbangan

a. Semula Rp. a07.245.910.467 -
b. Berkurang Rp. (5.814.883.159,-)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp.
c. Lain-Lain Pendapatan Dacrah yang sah
a. Semula Rp. 122.232.428.000,-
b. Berkurang Rp. (977.858.515,-)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Rp.
setelah perubahan
(2)

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah

a. Semula Rp. 12.735.500.000,-

b. Bertambah Rp. 586.500.000,-
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp.
b. Retribusi Dacrah

a. Semula Ep. 5.480.884.000,-
b. Berkurang Rp. (319.992.800,-)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp.

c.  Hasil Pengelolaan kckavaan daerah yang dipisahkan
a. Semula Rp. 3.184.797.831,-
b. Bertambah Rp. -
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Rp.
dipisahkan setelah perubahan

13.322.000.000.-

5.160.891.200,-

3.184.797.831,-



d. ' Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

a. Semula Rp. 75.373.212.916,-

b. Bertambah Rp. 2.794 798 607 .-
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  Rp. 84.168.011.523,-
sctelah perubahan

(3] Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis pendapatan :
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

a, Semula Ep. 43.558.710.467 ,-

b. Berkurang Rp. (12.508.173.159,-)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 31.050.537.307 .-
b. Dana Alokasi Umum

a. Semula Rp. 422.921.330.000,-

b. Bertambah Rp. -
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Ep. 422.921.330.000,-
c. Dana Alokasi Khusus

a. Semula Rp. 40.765.870.000 -

b. Bertambah Rp. 6.693.290.000,-
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 47.459.160.000,-

(4) Lain-lain pendapatan dacrah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Bagj Hasil Pajak dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

a. Semula Rp. 39.130.000.000,-
b. Berkurang Rp. (1.143.058.515,-)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi setelah  Rp. 37.986.941.485,-
perubahan
b. Dana Penvesuaian dan otonomi khusus
a. Semula Rp. 83.102.428.000,-
b. Bertambah Rp. 165.200.000,-
Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 83.267.628.000,-

setelah perubahan

¢. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
4. Semula Rp. -
b. Berkurang Rp. -

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi Rp. =

atauw dari  pemerintah daerah lainnya setelah
perubahan

Pasal 3

( 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung

a. Semula Rp. 308.360.660.275,-
b. Bertambah Rp. 7.405.573.350,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 365.760.233.625,-

b. Belanja Langsung
a. Semula Rp. 421.401.700.026,-
b. Bertambah Rp. 18.729.311.448,-
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 440.131.011.474 -



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1} huruf a
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

a. Semula Rp. 354.779.137.275,-

b. Berkurang REp. (1.533.040.249,-)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 353.246.097.025,-
b. Belanja Hibah

a. Semula Ep. 736.190.000,-

b. Bertambah Rp. 10.533.946.600,-
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 11.270.136.600,-
c. Belanja Bantuan Sosial

a. Semula Rp. 201.050.000,-

b. Berkurang Rp. 201.050.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan  Rp. -

d. DBelanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa

a. Semula Rp. 1.144.283.000,-
b. Berkurang Rp. (394.283.000,-)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Rp. 750.000.000,-
perubahan
e. Belanja Tidak Terduga
a. Semula Rp. 1.500.000.000,-
b. Bertambah Rp. {1.000.000.000,-)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 500.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :
a, Belanja Pegawai

a. Semula Rp. 36.247.006.332 -

b. Berkurang Rp. (506.108.625,-)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 35.740.897.707,-
b. Belanja Barang dan .Jasa

a. Semula Rp. 217.197.174.024,-

b. Bertambah Rp. 10.887.353.700,-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Rp. 228.084.527.724,-
perubahan

c. Belanja Modal

d4. Semula Ep. 167.957.519.670,-
b. Bertambah Rp. 8.348.066.373,-
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 176.305.586.043,-
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp. 08.349 627.087 .-
b. Bertamhbah Rp. 23.866.320.066,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 82.215.947.753,-

b. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp. 4.840.000.000,-
b. Bertambah Rp. -
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 4.840.000.000,



(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya

a. Semula Rp. 58.349.627.087 -
b. Bertambah Rp. 23.866.320.666,-
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Rp. 82.215.947.753,-

Sebelumnya setelah perubahan

(3 ) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurul b terdin dan
jenis pembiayaan :
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

a. Semula Rp. 1,500,000,000,-
b. Bertambah Rp. -
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah Rp. 1.500.000.000,-

daerah setelah perubahan

b. Pembayaran Pokok Utang

a. Semula Rp. 3.340.000.000,-
b. Bertambah Rp. -
Jumlah  Pembayaran Pokok Utang setelah Rp. 3.340.000.000,-
perubahan
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini terdiri dari :

1. Lampiran I Rincian Perubahan APBD;

2. Lampiran II Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Dacrah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi  Perubahan  Belanja  Daerah  untuk
keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

wi

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VIl  Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIl Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah:;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lain-Lain;



Pasal 6

Walikota Metro menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.
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Diundangkan di Metro

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 30 Obhuler 2015
Pj. WALIK£ITA METRO,
-

S
ACH CHRISNA PUTRA

pada tanggal Lo Qktobel 2015
SEKRETARI AERAH KOTA METRO,

IS

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR Il

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG :

11/MTR/2015.



